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Sangketan Tapal Batas Lebong-Bengkulu

Utara Tunggu Putusan MK

LEBONG - Sangketa tapal batas
antara Kabupaten Lebong dan Ka-
bupaten Benghulu Utara berlanjut
ke Mahkama Konstitusi (ME).

Pasalnya, dua kali mediasi yang
dilakukanantara Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Bengkulu Utara
tidak juga menemukan titik temu.

Seperti mediasi yang difasilitasi
oleh Gubernur Bengkulu, pada 6
Juni 2024 dan Kementerian Dalam
Megeri (Kemendagri), pada 14
Juni 2024.

Pada akhirnya, perkara tapal
batas ini dibawa ke MK, dengan
harapan ada kejelasan dalam
perkara ini.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Ba-
gian (Kabag) Hukum, Sekretariat
Daerah (Setda) Pemkab Lebong,
Zeka Eliya, SH mengatakan, saat
ini pihaknya masih menunggu
informasi terbaru terkait gugatan
perkara tapal batas di ME.

“Kita juga masih menunggu,
apakah akan adasidanglanjutan,
atau langsung memasuki sidang
putusan,” kata Zeka, Senin, 15
Juli 2024.

Zekayakin, gugatan yang sudah

pihaknya sampaikan ke MK akan
dimenangkan oleh Kabupaten
Lebong.

Saat ini, masalah gugatan tapal
batas itu diserahkan sepenuhnya
kepada Thza & Thza Law Firm
selaku Kuasa Hukum Pemkab
Lebong.

“Kitatunggu saja hasilnya seperti
apa. Namun kita optimis gugatan
ini akan kita menangkan,” pung-
kasnya.

Sementara itu, Kabag Pemer-
intahan Setda Pemkab Lebong,
Herru Dana Putra, SE, M.AK men-
genal sidang di MK sepenuhnya
diserahkan ke Kabag Hukum.

Untuk di bagian Pemeritahan,
akan menyiapkan semua doku-
men dan data-data yang diperlu-
kan dalam persidangan tersebut.

“Seperti apa tahapannya seka-
rang kami juga masih menunggu.
Jika ada dokumen atau data yang
diperlukan tentu kami akan per-
siapkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam per-
mohonan Perkara Nomor 71/
PUU-XXI/2023 yang dilayangkan
Pemkab Lebong ke MK tidak
hanya pada Permendagri nomor
20 tahun 2015 tentang Tapal Batas
Lebong dengan Bengkulu Utara,
melainkan undang-undang dari

pembentukan Kabupaten Beng-
kulu Utara yang dianggap tidak
tegas dalam batas-batas wilayah.

Permohonan uji materi atau
judicial review dilakukan guna
mengembalikan wilayah Keca-
matan Padang Bano dan sebagian
wilayah di 18 Desa yang ada di 6
kecamatan di Kabupaten Lebong
vang masuk dalam wilayah Kabu-
paten Benghkulu Utara.

Dalam permohonan pengujian
vang disampaikan ke MK itu terkait
dengan Undang-Undang Pemben-
tukan Kabupaten Benghulu Utara.

Yaitu Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 4
Tahun 1956 (Lembaran-Negara
Tahun 1956 No. 55}, Undang-
Undang Darurat No. 5 Tahun
1956 (Lembaran-Negara Tahun
1956 No. 56) dan Undang-Un-
dang Darurat No. 6 Tahun 1956
(Lembaran-Negara Tahun 1956
MNo. 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I1 Termasuk Ko-
tapraja, Dalam Lingkungan Dae-
rah Tingkat I Sumatera Selatan,
Sebagai Undang-Undang (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 1821). (eng)



